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Abstract 
This research is aimed to determine and analyze the impact of Parking Retributions, 
Terminal Retributions and Vehicle Inspection Retributions on Direct Expenditure in The 
Department of Transportation, Communications and Informatics, Palu City. Population covers the 
entire element in The Department of Transportation, Communicaion and Informatics Palu City. 
Data is analyzed with multiple linier regression with a confidence level of 95% and significance 
level of 5%. The result of the test explains that Parking Retributions (X1), Terminal Retributions 
(X2) and Vehicle Inspection Retributions (X3) simultaneously have significant impact on Direct 
Expenditure (Y). the value of correlation coefficient (Multiple R) is 0.566 or 56.6%, determinant 
coefficients (R square) is 0.320 or 32.0% and adjusted R square is 0.265 or 26.5. partially, Parking 
Retributions impacts the direct expenditure with significant value of 0.004, Terminal Retributions 
of 0.401, and Vehicle Inspection Retributions of 0.784.these result imply that Terminal and Vehicle 
Inspection Retributions partially have insignificant impact on Direct Expenditure in The 
Department of Transportation, Communication and Informatics of Palu City. 
Keywords: Parking Retributions, Terminal Retributions, Vehicle Inspection Retribution and 
Direct Expenditure 
 
Era reformasi pada tahun 1998 adalah 
sebuah babak baru dalam kehidupan 
masyarakat Indonesia, dimana terjadi 
perubahan politik dan administrasi. Salah satu 
bentuk dari reformasi adalah sistem 
pemerintahan yang awalnya bersifat terpusat 
mulai mengalami desentralisasi. Hal ini 
ditandai dengan dikeluarkannya Undang-
undang no 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan  
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah. 
Pemerintah daerah dapat menjalankan 
pemerintahannya sendiri dan menjalankan 
otonomi seluas-luasnya. Salah satu kriteria 
penting untuk mengetahui secara nyata 
kemampuan daerah dalam mengatur dan 
mengurus rumah tangganya 
adalah kemampuan daerah dalam bidang 
keuangan daerah yang diukur dari besarnya 
penerimaan daerah, khususnya Pendapatan 
Asli Daerah (PAD). PAD adalah penerimaan 
yang diperoleh daerah dari sumber - sumber 
dalam wilayahnya sendiri yang dipungut 
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 
(Yani:2002). Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
merupakan pendapatan daerah yang bersumber 
dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 
dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang 
mempunyai tuuan untuk memberikan 
keleluasaan bagi daerah dalam mengggali 
pendanaan dalam pelaksanaan daerah sebagai 
perwujudan desentralisasi. 
Komponen PAD yang memberikan 
kontribusi penerimaan terbesar adalah pajak 
daerah dan retribusi daerah. Retribusi menurut 
UU No. 28 Tahun 2009 adalah pungutan 
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus 
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disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah 
Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. 
Sedangkan menurut Mardiasmo (2002), 
retribusi daerah adalah pungutan daerah 
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 
izin tertentu yang khusus disediakan dan atau 
diberikan oleh pemerintah daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan.  
Retribusi daerah terdiri dari tiga 
kelompok sebagai berikut: 
1. Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas 
jasa yang disediakan atau diberikan oleh 
pemerintah daerah untuk tujuan 
kepentingan dan kemanfataan umum serta 
dapat dinikmati oleh seorang pribadi atau 
badan. Jasa umum antara lain meliputi 
pelayanan kesehatan dan pelayanan 
persampahan Retribusi penggantian biaya 
cetak KTP dan akte catatan sipil, retribusi 
pelayanan pemakaman dan pengabuan 
mayat, Retribusi parkir ditepi jalan umum, 
Retribusi pasar, Retribusi pengujian 
kendaraan bermotor, Retribusi pemeriksaan 
alat pemadam kebakaran, Retribusi biaya 
cetak peta, Retribusi penyediaan dan/atau 
penyedotan kakus, Retribusi Pengeolahan 
limbah cair, Retribusi pelayanan tera/tera 
ulang, retribusi pelayanan pendidikan dan 
Retribusi pengendalian menara 
telekomunikasi. 
2. Retribusi Jasa Usaha, adalah atas jasa yang 
disediakan oleh pemerintah daerah dengan 
menganut prinsip komersial karena pada 
dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor 
swasta. Jasa usaha antara lain meliputi 
Retribusi pemakaian kekayaan daerah, 
Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, 
Retribusi tempat pelelangan, Retribusi 
terminal, Retribusi tempat khusus parkir, 
Retribusi tempat penginapan, Retribusi 
rumah potong hewan, Retribusi pelayanan 
pelabuhan kapal, Retribusi tempat rekreasi 
dan olah Raga, Retribusi penyeberangan 
diatas Air, Retribusi penjualan produksi 
daerah. 
3. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah 
pemberian izin kepada orang pribadi atau 
badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, 
pengaturan, pengendalian dan pengawasan 
atas kegiatan, pemanfaatan ruang, 
penggunaan sumber daya alam, barang, 
prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna 
melindungi kepentingan umum dan 
menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis 
retribusi perizinan tertentu adalah Retribusi 
izin mendirikan bangunan, Retribusi tempat 
penjualan minuman beralkohol, Retribusi 
izin gangguan, Retribusi izin Trayek, 
Retribusi izin usaha perikanan. 
Untuk membangun kemandirian suatu 
daerah maka perlu adanya pengeluaran-
pengeluaran yang kita sebut sebagai Belanja 
Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 
(PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan 
belanja daerah dipergunakan dalam rangka 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan pemerintah Provinsi atau 
Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib 
dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan  
ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan 
peraturan yang baru yaitu Permendagri No. 59 
Tahun 2007 tentang “Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah”, klasifikasi belanja dalam 
sistem anggaran dikelompokkan menjadi 
Belanja Tidak Langsung dan Belanja 
Langsung. 
Belanja langsung merupakan komponen 
belanja daerah yang disusun berdasarkan 
rincian program yang berisi satu atau beberapa 
kegiatan yang dianggarkan pada belanja 
langsung dari masing-masing SKPD 
berkenaan. Belanja langsung dipengaruhi oleh 
adanya program atau kegiatan yang 
direncanakan. Sumber pembiayaan belanja 
langsung salah satunya berasal dari realisasi 
PAD, yaitu retribusi daerah. 
Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 
2006 Kelompok belanja langsung dibagi 
menurut jenis belanja yang terdiri dari: 
1. Belanja Pegawai digunakan untuk 
pengeluaran honorarium/upah dalam 
melaksanakan program dan kegiatan 
Pemda. 
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2. Belanja barang dan jasa digunakan untuk 
pengeluaran pembelian/pengadaan barang 
yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua 
belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam 
melaksanakan program dan kegiatan 
Pemda. 
3. Belanja modal digunakan untuk 
pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 
pembelian/pengadaan atau pembangunan 
aset tetap berwujud yang mempunyai nilai 
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan 
untuk digunakan dalam kegiatan 
pemerintahan, seperti pembelian tanah, 
peralatan,mesin, gedung dan bangunan. 
Dishubkominfo sebagai Satuan 
Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang 
mempunyai tugas penyelenggaraan 
pemerintahan di bidang perhubungan, 
komunikasi dan informatika sesuai dengan 
Peraturan Wali Kota Palu nomor 30 Tahun 
2008, merupakan Instansi yang diberi 
kewenangan oleh Pemerintah Daerah untuk 
memungut retribusi-retribusi dari sektor 
perhubungan yaitu retribusi parkir, 
pengendalian menara telekomunikasi,  
terminal, izin trayek angkutan, penyeberangan 
Taipa dan Pengujian Kendaraan bermotor 
(PKB). Pada Dishubkominfo Kota Palu jenis 
retribusi yang memberikan kontribusi yang 
cukup besar bagi PAD Kota Palu yaitu 
Retribusi Parkir, terminal dan pengujian 
kendaraan bermotor.  
Retribusi parkir merupakan retribusi atas 
penggunaan lahan parkir dipinggir jalan yang 
besarannya ditetapkan oleh Pemerintah Kota 
berdasarkan UU tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah yang selanjutnya ditetapkan 
ditingkat Kabupaten dengan Perda (Marihot). 
Perda Kota Palu Nomor 8 Tahun 2011 
mengatur tentang Retribusi jasa Umum yang 
mana didalamnya salah satu jenis retribusinya 
adalah Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum 
dan Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Jasa Usaha yang salah satu jenis 
retribusinya adalah Retribusi Tempat Khusus 
Parkir.  
Syaripuddin (2010) mengemukakan 
bahwa retribusi terminal adalah retribusi jasa 
usaha yang dipungut oleh Pemerintah Daerah 
kepada orang pribadi/badan yang memakai 
jasa layanan terminal yang menyelenggarakan 
angkutan orang/barang dengan kendaraan 
umum.  
Retribusi PKB adalah suatu kegiatan 
melayani masyarakat dalam pengujian 
kelayakan kendaraan bermotor sesuai dengan 
yang diatur oleh PM Perhubungan nomor PM 
133 tahun 2015 tentang pengujian berkala 
kendaraan bermotor yang menjelaskan tentang 
serangkaian kegiatan menguji dan/atau 
memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, 
kereta gandengan, kereta tempelan, dan 
kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan 
terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. 
Menurut Prakoso dalam Novitasari 
(2011) retribusi merupakan salah satu sumber 
pendapatan yang sangat potensial bagi suatu 
daerah, retribusi daerah juga menjadi salah 
satu sumber PAD yang bisa mempengaruhi 
dan meningkatkan belanja langsung untuk 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat di 
segala bidang. Retribusi parkir, retribusi 
terminal dan retribusi PKB merupakan sumber 
retribusi yang dikelola oleh Dishubkominfo 
Kota Palu  dan memberikan kontribusi cukup 
besar kepada daerah yang dapat membantu 
memberikan efek terhadap pengalokasian 
anggaran belanja langsung oleh Pemda kepada 
Dishubkominfo selaku Dinas yang diberikan 
kewenangan oleh Pemda untuk mengelola 
retribusi-retribusi tersebut. Jika retribusi–
retribusi daerah tersebut meningkat maka dana 
yang dimiliki oleh Pemda akan lebih besar 
pula sehingga tingkat kemandirian daerah 
dalam mendanai pembelanjaan daerah 
termasuk didalamnya belanja langsung akan 
meningkat pula  sehingga belanja langsung 
yang direncanakan disesuaikan dengan 
kemampuan pembiayaan yang tersedia.  
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Tabel 1: Realisasi Retribusi dan Belanja 
Langsung 
NO JENIS 
PENERIMAAN 
2012 (Rp) 2013 (Rp) 2014 (Rp) 2015 (Rp) 
1 RET.PARKIR       584,732,000    554,046,000   2,284,394,000  2,717,789,000  
2 RET. PKB    128,521,500     144,904,400      197,778,000  225,424,000  
3 RET.TERMINAL      377,635,000     419,337,000      446,218,000  409,895,000  
4 
BELANJA 
LANGSUNG 
4,224,491,813 6,107,233,127 10,379,976,096 9,085,174,095 
Sumber: Dishubkominfo Kota Palu 
 
Berdasarkan data diatas terlihat bahwa 
PAD dari retribusi  parkir mengalami 
penurunan dari tahun 2012 ke tahun 2013, 
disebabkan kurang optimalnya pengawasan 
yang dilakukan kepada koordinator parkir dan 
juru-juru parkir, sedangkan pada tahun 
tersebut nilai belanja langsung mengalami 
peningkatan, hal ini disebabkan banyaknya 
belanja modal dan adanya program dan 
kegiatan baru yang dilaksanakan. Retribusi 
parkir mengalami peningkatan yang sangat 
besar pada tahun 2014 dan 2015, disebabkan 
sudah diberlakukannya parkir berlangganan di 
tepi jalan umum, sedangkan belanja langsung 
mengalami penurunan pada tahun 2015 karena 
ada program atau kegiatan yang tidak 
dilakukan lagi. 
Retribusi terminal mengalami 
peningkatan mulai dari tahun 2012 sampai 
dengan tahun 2014 tetapi pada tahun 2015 
retribusi terminal mengalami penurunan, hal 
ini disebabkan oleh adanya indikasi 
berkurangnya mobilitas masyarakat 
menggunakan transportasi umum. Peningkatan 
dari tahun 2012-2014 dan penurunan pada 
tahun 2015 juga terjadi pada belanja langsung 
Dishubkominfo Kota Palu, sedangkan 
Retribusi PKB selalu meningkat setiap 
tahunnya mulai dari tahun 2012 sampai 
dengan tahun 2015.  
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 
jumlah penerimaan ketiga retribusi diatas 
mengalami fluktuasi setiap tahunnya, begitu 
juga dengan belanja langsung Dishubkominfo 
Kota Palu. Dengan naik turunnya besarnya 
penerimaan retribusi tentu juga mempengaruhi 
besarnya penerimaan PAD Dishubkominfo 
Kota Palu, yang pada akhirnya juga akan  
berpengaruh terhadap besarnya alokasi belanja 
langsung yang dikucurkan Pemda kepada  
Dishubkominfo Kota Palu.  
Berdasarkan uraian yang telah 
dikemukakan diatas, maka tujuan dari 
penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui 
gambaran retribusi parkir, retribusi terminal, 
retribusi pengujian kendaraan bermotor dan 
belanja langsung pada Dishubkominfo Kota 
Palu. 2). Untuk mengetahui dan menganalisis 
pengaruh signifikansi retribusi parkir, terminal 
dan pengujian kendaraan bermotor secara 
simultan terhadap belanja langsung 
Dishubkominfo Kota Palu. 3). Untuk 
mengetahui dan menganalisis pengaruh 
signifikansi retribusi parkir secara parsial 
terhadap belanja langsung Dishubkominfo 
Kota Palu. 4). Untuk mengetahui dan 
menganalisis pengaruh signifikansi retribusi 
terminal secara parsial terhadap belanja 
langsung Dishubkominfo Kota Palu. 5). Untuk 
mengetahui dan menganalisis pengaruh 
signifikansi retribusi pengujian kendaraan 
secara bermotor secara parsial terhadap belanja 
langsung Dishubkominfo Kota Palu. 
 
METODE 
 
Jenis penelitian bersifat verifikatif 
(pengaruh), yaitu penelitian yang bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh dua variabel atau 
lebih (Sugiyono, 2013). Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh bagian (bidang 
dan UPTD) pada Dishubkominfo Kota Palu, 
yaitu sebanyak 8 bidang dan UPTD. Sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 
(tiga) UPTD  yang melakukan pemungutan 
terhadap retribusi parkir, terminal dan PKB, 
dengan alasan bahwa ketiga retribusi tersebut 
merupakan penghasil PAD terbesar dari 
seektor Perhubungan dan retrbusi tersebut 
memiliki data bulanan penerimaan retribusi.  
Sumber data dalam penelitian ini 
menggunakan data sekunder, berupa Laporan 
Realisasi PAD dan Laporan Realisasi 
Anggaran tahun 2012 sampai dengan tahun 
2015 pada Dishubkominfo Kota Palu, yang 
Husnul Hudayah, Pengaruh Retribusi Parkir, Retribusi Terminal Dan Retribusi Pengujian …………………………….53 
 
 
diperoleh dari bagian Sub Bagian Keuangan 
Dishubkominfo Kota Palu. 
Variabel-variabel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Retribusi parkir (X1) merupakan Retribusi 
atas penggunaan lahan parkir yang 
disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh 
Pemerintah Daerah.  
2. Retribusi Terminal (X2) adalah Retribusi 
atas penyediaan tempat parkir untuk 
kendaraan penumpang dan bis umum, 
tempat kegiatan usaha, dan  fasilitas lainnya 
di lingkungan terminal yang dimiliki dan 
atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.  
3. Retribusi PKB (X3) adalah Retribusi atas 
pelayanan pengujian kendaraan berimotor, 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang diselenggarakan 
oleh pemerintah daerah.  
4. Belanja Langsung (Y) adalah Belanja yang 
dianggarkan terkait secara langsung dengan 
pelaksanaan program dan kegiatan dan 
merupakan belanja daerah yang dirinci 
berdasarkan kelompok belanja. 
Teknik pengambilan dan pengumpulan 
data pada penelitian ini menggunakan metode 
dokumentasi, yaitu pengumpulan data dalam 
bentuk Laporan Realisasi Pendapatan Asli 
Daerah dan Laporan Keuangan 
Dishubkominfo Kota Palu, dan metode 
Wawancara yaitu teknik pengumpulan  data 
yang menggunakan pertanyaan secara lisan 
atau memperoleh informasi secara langsung 
melalui Kepala Sub Bagian Keuangan dan 
Kepala UPTD. 
Teknik analisa data yang digunakan pada 
penelitian ini meliputi :  
1. Uji Asumsi Klasik  
Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari : Uji 
Normalitas, Uji Multikolinieritas dan Uji 
Heteroskedastisitas. 
2. Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis ini digunakan untuk mengetahui 
seberapa besar pengaruh variabel bebas 
yaitu : Retribusi Parkir (X1), Retribusi 
Terminal (X2) dan Retribusi PKB (X3) 
terhadap variabel terikatnya yaitu Belanja 
Langsung (Y). Alat analisis yang digunakan 
adalah teknik analisis regresi berganda 
dengan formulasi sebagai berikut : 
Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 
Dimana:  
Y  = Belanja Langsung  
 b0  = Intersep (Konstanta) 
b1,b2,b3 = Koefisien Regresi 
X1  = Retribusi Parkir 
 X2  = Retribusi Terminal  
X3  = Retribusi PKB 
e  = Kesalahan pengganggu  
3. Pengujian Hipotesis 
 Pengujian terhadap hipotesis yang diajukan 
dilakukan terdiri dari pengujian secara 
simultan (Uji F), pengujian secara parsial 
(Uji t) dan analisis koefisien determinasi 
(R
2
). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Retribusi Parkir 
Data penerimaan retribusi parkir 
Dishubkominfo Kota Palu dapat dilihat pada 
tabel berikut : 
 
Tabel 2: Penerimaan Retribusi Parkir 
No. Tahun Penerimaan Retribusi Parkir 
1 2012 Rp                             584,732,000  
2 2013 Rp                             554,046,000  
3 2014 Rp                          2,284,394,000  
4 2015 Rp                         2,717,789,000  
Total Rp                          6,140,961,000 
Sumber : Data Sekunder Diolah 
 
Berdasarkan tabel besarnya realisasi 
retribusi parkir pada tahun 2012 sebesar 
Rp.584.732.000,-. Retribusi Parkir ini  
merupakan jumlah dari realisasi dari parkir 
tepi jalan umum dan parkir khusus bandara 
yang dipungut berdasarkan Perda Kota Palu. 
Dimana pada tahun 2012 jumlah titik parkir 
tepi jalan umum Kota Palu sebanyak 188 titik 
parkir dan jumlah juru parkir sebanyak 465 
orang. Pada tahun 2013, realisasi menurun 
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menjadi Rp.554.046.000,-, kemudian pada 
tahun 2014 meningkat sangat besar hingga 
mencapai Rp.2.284.394.000,-, peningkatan ini 
disebabkan karena diberlakukannya parkir 
berlangganan bagi PNS di wilayah Kota Palu, 
dengan tarif retribusi parkir setiap bulannya 
untuk motor sebesar Rp. 20.000,- dan mobil 
sebesar Rp. 50.000,- yang dipungut 
berdasarkan Perda Kota Palu No. 8 Tahun 
2011. Selain karena adanya parkir 
berlangganan juga karena ditambahnya jumlah 
titik parkir.  Retribusi parkir kembali 
meningkat pada tahun 2015 yaitu sebesar 
Rp.2.717.789.000,- Pencapaian yang cukup 
besar ini selain disebabkan karena adanya 
parkir berlangganan juga disebabkan oleh 
bertambahnya jumlah kedatangan dan 
keberangkatan penumpang pesawat terbang di 
Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu. 
 
Retibusi Terminal 
Data penerimaan dari retribusi Terminal 
rentang waktu 2012 – 2015 dapat dilihat pada 
tabel berikut: 
 
Tabel 3: Penerimaan Retribusi Terminal 
Sumber : Data Sekunder Diolah 
 
Berdasarkan tabel di atas diketahui 
bahwa setiap tahunnya penerimaan retribusi 
terminal selalu mengalami peningkatan namun 
pada tahun 2015 mengalami penurunan,hal ini 
disebabkan oleh adanya penurunan jumlah 
penumpang mengakibatkan penurunan jumlah 
keberangkatan angkutan umum dari terminal 
dan juga ada indikasi berkurangnya mobilitas 
masyarakat menggunakan transportasi umum 
karena meningkatnya kepemilikan kendaraan 
pribadi 
 
Retribusi PKB 
Data penerimaan dari retribusi PKB 
rentang waktu 2012 – 2015 dapat dilihat pada 
tabel berikut: 
 
Tabel 4: Penerimaan Retribusi PKB 
No. Tahun Penerimaan Retribusi PKB 
1 2012  Rp                       129,917,500  
2 2013  Rp                       144,904,400  
3 2014  Rp                       197,778,000 
4 2015  Rp                       225,023,900 
Total Rp                     519,670,000,- 
Sumber : Data Sekunder Diolah 
 
Berdasarkan dapat kita lihat bahwa 
besarnya realisasi PKB selalu meningkat setiap 
tahunnya. Hal ini disebabkan banyak 
kendaraan jenis truk dan pick up yang menguji 
kendarannya di tempat pengujian. 
 
Belanja Langsung  
Data penyerapan Belanja Langsung 
Dishubkominfo Kota Palu rentang waktu 2012 
– 2015 dapat dilihat pada tabel berikut: 
 
Tabel 5: Penyerapan Belanja Langsung 
No. Tahun Penerimaan Belanja Langsung 
1 2012 Rp                       4,224,491,813 
2 2013 Rp                       6,107,233,127 
3 2014 Rp                      10,379,976,096 
4 2015 Rp                      9,085,174,095 
Total  Rp                   29,796,875,131 
Sumber : Data Sekunder Diolah 
 
Berdasarkan tabel di atas diketahui 
bahwa setiap tahunnya belanja langsung 
Dishubkominfo Kota Palu selalu mengalami 
peningkatan setiap tahunnya dan pada tahun 
2014 penyerapan belanja langsung sebesar Rp. 
10,379,976,096,- disebabkan adanya 
penambahan kegiatan dan belanja modal 
pembangunan gedung kantor, namun pada 
tahun 2015 mengalami penurunan hal ini 
disebabkan karena adanya kegiatan yang sudah 
tidak dianggarkan dan tidak dilaksanakan lagi 
pada tahun 2015.  
 
No. Tahun 
Penerimaan Retribusi 
Terminal 
1 2012 Rp                 377,263,500  
2 2013  Rp                419,337,000  
3 2014  Rp                446,218,000 
4 2015  Rp                409,895,000 
Total Rp            1,652,713,500 
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Analisis Regresi Linear Berganda 
Data yang diperoleh dianalisis dengan 
metode regresi berganda menggunakan 
program SPSS 16.0, adapun hasil pengujian 
seperti ditampilkan pada Tabel berikut: 
 
Tabel 6: Hasil Analisis Regresi Linier 
Berganda 
 
Berdasarkan Tabel  di atas, dapat disusun 
persamaan regresi linear berganda sebagai 
berikut : 
Y = 0.169 + 0.429X1 + 0.803X2 – 0.129X3 + e 
 
Pengujian Hipotesis Penelitian 
 
Hasil Uji Statistik F 
Uji statistik F pada dasarnya 
menunjukkan apakah semua variabel 
independen yang dimasukkan dalam model 
mempunyai pengaruh secara bersama-sama 
terhadap variabel dependennya (Ghozali, 
2005). Hasil perhitungan Uji Statistik F ini 
dapat dilihat pada Tabel 7 berikut : 
 
Tabel 7: Hasil Uji Statistik F 
 
Sumber : Data Sekunder yang Diolah 
 
Berdasarkan tabel dapat diketahui hasil 
perhitungan  nilai F hitung adalah sebesar 
5.815 dengan nilai probabilitas sebesar 0,002 
yang menunjukkan bahwa kesalahan yang 
terjadi masih berada dibawah batas kesalahan 
yang ditolerir. Hal ini membuktikan bahwa 
secara bersama-sama variabel independen 
berpengaruh signifikan terhadap variabel 
dependen. Hasil pengujian ini memberikan 
dasar untuk mengambil keputusan menerima 
Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa 
variabel retribusi parkir, retribusi terminal dan 
retribusi PKB secara simultan berpengaruh 
signifikan terhadap belanja langsung 
Dishubkominfo Kota Palu. 
 
Hasil Uji Statistik t 
Hasil Uji statistik t pada dasarnya 
menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 
variabel independen secara individual dalam 
menerangkan variasi variabel dependen 
(Ghozali, 2005). Hasil uji statistik t dapat 
dilihat pada Tabel 8 di bawah ini : 
Tabel 8 : Hasil Uji Statistik t 
Model 
Unstandar 
dized coeff 
Standar 
dized 
Coeff 
T Sig. 
(Constant) .169 14.285  .012 .991 
Ret Parkir .429 .141 .520 3.035 .004 
Ret 
Terminal 
.803 .945 .140 .849 .401 
Ret PKB -.129 .469 -.050 -.276 .784 
a. Dependent Variabel: Belanja Langsung 
 
Sumber : Data Sekunder yang Diolah 
 
Berdasarkan hasil uji t variabel retribusi 
parkir menunjukkan nilai t-hitung sebesar 
Variabel Dependen(Y) = Belanja Langsung 
Variabel 
Independen (X) 
Koefisien 
Regresi 
Standa
r Error 
t Sig. 
Constanta 0,169 14.285 0.12 0.991 
Retribusi Parkir 
(XI) 
0,429 0.141 3.035 0.004 
Retribusi Terminal 
(X2) 
0.803 0.945 0.849 0.401 
Retribusi PKB 
(X3) 
-0.129 469 -0.276 0.784 
 
Multiple R                      = 0.566           Fhitung   = 5.815 
R Square                         = 0.320           SigF   = 0.002 
Adjusted R Suare             = 0.265 
ANOVA
b
 
Model 
Sum of 
Squares 
Df 
Mean 
Square 
F Sig. 
1 Regression 8.244 3 2.748 5.815 .002a 
Residual 17.484 37 .473   
Total 25.727 40    
a. Predictors: (Constant), Retribusi PKB, Retribusi 
Terminal, Retribusi Parkir 
b. Dependent Variabel: Belanja Langsung 
56 e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 5, Mei 2017 hlm 49-60                       ISSN: 2302-2019 
 
2 
 
3.035 dengan nilai signifikansi sebesar 0.004, 
dimana signifikansi lebih kecil dari tingkat 
signifikansi yang digunakan atau memenuhi 
kriteria nilai sig<α = 0.05 maka hipotesis 
kedua diterima yang menyatakan bahwa 
retribusi parkir secara parsial berpengaruh 
signifikan terhadap belanja langsung 
Dishubkominfo Kota Palu. 
Variabel retribusi terminal menunjukkan 
nilai t-hitung sebesar 0.849 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0.401, dimana signifikansi 
lebih besar dari tingkat signifikansi yang 
digunakan sebesar 5% atau memenuhi kriteria 
nilai sig>α = 0.05 maka hipotesis tidak 
terbukti. Artinya bahwa variabel retribusi 
terminal berpengaruh tidak signifikan terhadap 
belanja langsung Dishubkominfo Kota Palu. 
Variabel retribusi PKB menunjukkan 
nilai t-hitung sebesar -0.276 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0.784, dimana signifikansi 
lebih besar dari tingkat signifikansi yang 
digunakan sebesar 5% atau memenuhi kriteria 
nilai sig>α = 0.05 maka hipotesis tidak 
terbukti. Artinya bahwa variabel retribusi 
PKB berpengaruh tidak signifikan terhadap 
belanja langsung Dishubkominfo Kota Palu.   
 
Koefisien Determinasi (R
2
) 
Koefisien determinasi mengukur 
seberapa jauh kemampuan model dalam 
menerangkan variasi variabel dependennya. 
Nilai R
2
 yang mendekati satu berarti variabel-
variabel independennya memberikan hampir 
semua informasi yang dibutuhkan untuk 
memprediksi variasi variabel dependen 
(Ghozali, 2005). Hasil perhitungan koefisien 
determinasi dapat dilihat pada Tabel 9: 
 
Tabel 9 : Koefisien Determinasi (R
2
) 
Model Summary
b
 
a. Predictors: (Constant), Retribusi PKB, Retribusi 
Terminal, Retribusi Parkir 
b. Dependent Variabel: Belanja Langsung 
Sumber : Data Sekunder yang Diolah 
Berdasarkan hasil analisis regresi 
diperoleh nilai R-Square sebesar 0,320. 
Namun karena jumlah variabel bebas lebih 
dari dua maka lebih baik digunakan Adjusted 
R-Square yang bernilai 0.265. Nilai ini 
memberikan makna bahwa ketiga variabel 
independen (retribusi parkir, retribusi terminal 
dan retribusi PKB) dalam penelitian ini, 
mempunyai pengaruh sebesar 26.5% terhadap 
belanja langsung Dishubkominfo Kota Palu, 
sedangkan selebihnya sebesar 73.5% 
dipengaruhi oleh variabel lain di luar model (e) 
dalam penelitian ini.  
 
Pembahasan Hipotesis 
 
Pengaruh Retribusi Parkir, Retribusi 
Terminal dan Retribusi Pengujian 
Kendaraan Bermotor Terhadap Belanja 
Langsung Dishubkominfo Kota Palu 
Hasil penelitian mengindikasikan bahwa 
secara keseluruhan penerimaan retribusi yang 
dikelola oleh Dishubkominfo berpengaruh  
terhadap belanja langsung yang diberikan atau 
dialokasikan kepada Dishubkominfo Kota 
Palu. Artinya, semakin besar retribusi 
Dishubkominfo yang disetorkan kepada Kas 
Daerah Kota Palu, maka semakin  besar pula 
alokasi  belanja langsung yang diberikan 
Pemda kepada Dishubkominfo Kota Palu. Hal 
ini didukung oleh pernyataan yang dikeluarkan 
oleh Kepala Sub Bagian Keuangan 
Dishubkominfo Kota Palu bahwa semakin 
besar penerimaan retribusi yang disetorkan ke 
kas daerah, maka akan mempengaruhi dan 
meningkatkan alokasi belanja bagi 
Dishubkominfo Kota Palu.  
Hasil kajian ini sejalan dengan hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Ghazali 
Syamni dkk (2014), dan Moh Fahri (2014)  
yang menunjukkan bahwa retribusi daerah 
memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja 
langsung, sedangkan hasil penelitian Sianturi 
(2010) menyebutkan bahwa Retribusi Daerah 
tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja 
modal, dan penelitian Laksono (2014) yang 
Mod
el 
R 
R 
Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Durbin-
Watson 
1 .566a .320 .265 .68741406 2.226 
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menunjukkan bahwa Retribusi Daerah tidak 
berpengaruh signifikan terhadap belanja 
daerah. Kemungkinan tidak adanya pengaruh 
yang signifikan dari retribusi daerah terhadap 
belanja disebabkan karena adanya unsur-unsur 
PAD yang lain yaitu Pajak Daerah, hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 
dan lain PAD yang sah, dan sumber-sumber 
pendapatan selain PAD yaitu  Dana 
Perimbangan (Dana Alokasi Umum (DAU) 
dan Dana Alokasi Khusus (DAK)) serta Dana 
Bagi Hasil yang diperuntukkan pemerintah 
pusat kepada pemerintah daerah yang 
dibenarkan dalam undang-undang otonomi 
daerah sebagai bentuk dari dana perimbangan 
pemerintah pusat dan daerah. 
 
Pengaruh Retribusi Parkir Terhadap 
Belanja Langsung Dishubkominfo Kota 
Palu 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
variabel retribusi parkir secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap belanja 
langsung Dishubkominfo  Kota Palu.  
Retribusi parkir merupakan satu jenis retribusi 
yang memberikan kontribusi terhadap PAD 
dimana realisasi retribusi setiap tahun 
meningkat, dimana peningkatan ini juga 
berdampak pada belanja langsung dengan kata 
lain, semakin tinggi penerimaan retribusi 
parkir, maka semakin tinggi pula kontribusi 
untuk PAD yang disetorkan ke kas daerah 
sehingga akan berpengaruh  terhadap belanja 
langsung yang diberikan kepada 
Dishubkominfo Kota Palu. Hal ini juga 
didukung oleh hasil wawancara dengan Kepala 
UPTD Parkir Dishubkominfo Kota Palu yang 
menyatakan bahwa realisasi retribusi parkir 
selalu meningkat dan cukup besar, dan 
besarnya penerimaan retribusi parkir 
mempengaruhi alokasi belanja langsung yang 
digulirkan untuk Dishubkominfo Kota Palu.  
Retribusi Parkir Kota Palu mengalami 
fluktuasi setiap tahunnya, hal ini disebabkan 
karena seringkali terjadi penambahan jumlah 
titik parkir ataupun jumlah juru parkir dan 
semakin meningkatnya jumlah kendaraan di 
Kota Palu, semakin banyaknya kendaraan 
yang keluar  masuk dalam Bandara karena 
bertambahnya jumlah keberangkatan dan 
kedatangan dari maskapai penerbangan, juga 
karena diberlakukannya parkir berlangganan di 
tepi jalan umum yang mulai berlaku sejak 
tahun 2014 dan 2015. Diberlakukannya parkir 
berlangganan di tahun 2014 menyebabkan 
penerimaan retribusi parkir meningkat drastis 
hingga mencapai Rp.2.284.394.000,- dari 
tahun sebelumnya yang hanya sebesar 
Rp.554.046.000,-. Peningkatan yang sangat 
drastis ini menyebabkan variasi data dari 
retribusi parkir tidak terlalu baik, dimana ada 
jarak yang terlalu jauh dari tahun 2012-2013 
dengan tahun 2014-2015. Adanya arak yang 
terlalu jauh tersebut berpengaruh terhadap 
besranya nilai koefisien regresi retribusi parkir 
yang lebih kecil dibandingkan dengan retribusi 
terminal yang variasi datanya baik sehingga 
menghasilkan nilai koefisien regresi yang 
besar pada model persamaan regresi linier 
berganda. 
Semakin besarnya realisasi penerimaan 
retribusi parkir menyebabkan diperlukannya 
sebuah pelaksanaan sistem pengelolaan dan 
pengawasan yang baik,  agar retribusi yang 
dihasilkan lebih optimal. Semakin besarnya 
retribusi parkir diharapkan dapat 
meningkatkan besarnya belanja langsung yang 
diberikan oleh Pemda kepada Dishubkominfo 
Kota Palu. Selain itu, adanya Perda yang 
mengatur sanksi sangat diperlukan agar 
besarnya penerimaan retribusi parkir 
terealisasi sesuai dengan potensi sebenarnya 
sehingga retribusi parkir berkontribusi dalam 
meningkatkan PAD dan selanjutnya akan 
meningkatkan alokasi belanja langsung 
Dishubkominfo Kota Palu.  Kajian ini sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Rohimah (2014) yang menyimpulkan bahwa 
retribusi parkir berpengaruh signifikan 
terhadap PAD.  
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Pengaruh Retribusi Terminal Terhadap 
Belanja Langsung Dishubkominfo Kota 
Palu 
Hasil uji hipotesis menyebutkan bahwa 
retribusi terminal berpengaruh dan tidak 
signifikan terhadap belanja langsung 
Dishubkominfo Kota Palu.  Artinya pengaruh 
dari retribusi terminal tetap ada terhadap 
belanja langsung Dishubkominfo Kota Palu 
namun tidak begitu berarti atau tidak sampai 
berdampak besar terhadap belanja langsung 
Dishubkominfo Kota Palu.   
Berdasarkan data penerimaan retribusi, 
realisasi pencapaian target retribusi terminal 
belum 100% dikarenakan adanya faktor-faktor 
yang menjadi penghambat dalam 
mengoptimalkan pencapaian target retribusi 
terminal. Hasil wawancara dengan Kepala 
UPTD Terminal menyebutkan bahwa yang 
menjadi kendala dalam pencapai target 
diantaranya sudah semakin banyaknya 
kendaraan pribadi saat ini, kemudian dalam hal 
sarana dan prasarana yang kurang memadai 
seperti adanya buka tutup jalan di beberapa 
daerah tertentu yang menyebabkan 
berkurangnya jam operasional dari angkutan 
antar daerah. Oleh karena itu Dishubkominfo 
Kota Palu diharapkan dapat lebih 
meningkatkan sarana dan prasarana yang ada 
agar lebih memadai dan wajib retribusi merasa 
nyaman dan membayar retribusi sesuai 
kewajiban sehingga penerimaan retribusi bisa 
mencapai target atau bisa lebih besar juga 
jumlahnya agar bisa meningkatkan PAD. PAD 
yang besar akan memberikan pengaruh kepada 
besarnya belanja langsung yang diberikan oleh 
Pemda kepada Dishubkominfo Kota Palu.  
Nilai koefisien regresi retribusi terminal 
yang lebih besar dari nilai koefisien regresi 
retribusi parkir  disebabkan karena besarnya 
penerimaan retribusi terminal setiap bulannya  
tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan 
yang sangat besar atau signifikan selama 
rentang waktu penelitian dari tahun 2012 – 
2015, sehingga variasi data dari retribusi 
terminal dapat dikatakan baik. Variasi data 
yang baik tersebut memberikan pengaruh 
terhadap besarnya nilai koefisien regresi yang 
dihasilkan pada model persamaan regresi 
untuk retribusi terminal.  
 
Pengaruh Retribusi Pengujian Kendaraan 
Bermotor Terhadap Belanja Langsung 
Dishubkominfo Kota Palu 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
variabel retribusi PKB secara parsial 
berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja 
langsung Dishubkominfo Kota Palu. Artinya 
bahwa retribusi PKB memiliki pengaruh 
terhadap Dishubkominfo Kota Palu tetapi 
pengaruh tersebut tidak signifikan atau tidak 
nyata.  
Berdasarkan data realisasi penerimaan 
retribusi PKB selama rentang waktu tahun 
2012-2015, terlihat bahwa peningkatan  dari 
retribusi PKB tidak sebanding dengan 
peningkatan dari belanja langsung. Hal ini 
disebabkan karena realisasi retribusi PKB yang 
sangat kecil peningkatannya dari tahun ke 
tahun sedangkan belanja langsung selalu 
meningkat sangat besar setiap tahunnya. Hasil 
wawancara dengan Kepala UPTD PKB juga 
menyatakan bahwa retribusi PKB memang 
tidak meningkat besar setiap tahunnya, jauh 
berbeda dengan alokasi belanja langsung 
Dishubkominfo yang mengalami peningkatan 
besar. Hal ini disebabkan karena jumlah 
kendaraan yang diuji juga tidak telalu banyak. 
Kurangnya kendaraan penumpang yang diuji 
disebabkan karena memang semakin 
berkurangnya angkutan umum saat ini 
dikarenakan semakin banyaknya penggunaan 
kendaraan pribadi.  
Adanya beberapa kendala yang menjadi 
hambatan bagi Dishubkominfo dalam 
mengoptimalkan pencapaian retribusi PKB 
diantaranya kurangnya Sumber Daya Manusia 
(SDM) atau tenaga penguji yang kompeten, 
selain itu tidak adanya aturan atau Perda yang 
mengatur dan mewajibkan bagi pemilik 
kendaraan agar menguji kendaraannya 
ditempat uji yaitu UPTD PKB Kota Palu. 
Dengan diatasinya hambatan-hambatan 
tersebut diharapkan agar retribusi PKB bisa 
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semakin meningkat, sehingga peningkatan 
kontribusi retribusi PKB Dishubkominfo Kota 
Palu akan semakin besar juga meningkatkan 
PAD. Besarnya  PAD yang diharapkan akan 
mempengaruhi belanja langsung sehingga 
Dishubkominfo bisa mengembangkan program 
dan kegiatan-kegiatan baru yang bermanfaat 
dalam meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat. 
Kajian ini sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Rohimah (2014) yang 
menyimpulkan bahwa retribusi PKB 
berpengaruh tidak signifikan terhadap PAD. 
Hal ini disebabkan banyaknya retribusi-
retribusi lain yang dikelola Dishubkominfo, 
selain itu adanya sumber PAD lain, dan Dana 
Perimbangan yang diberikan Pemerintah Pusat 
kepada Daerah. Peningkatan PAD yang besar 
bisa menaikkan alokasi belanja bagi 
Dishubkominfo, dimana belanja langsung 
termasuk dalam bagian belanja daerah.  
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Perkembangan realisasi retribusi parkir, 
retribusi terminal, retribusi PKB dan 
belanja langsung mengalami fluktuasi 
setiap tahunnya.  
2. Retribusi parkir, terminal dan PKB secara 
simultan berpengaruh signifikan terhadap 
Belanja Langsung Dishubkominfo Kota 
Palu.  
3. Retribusi parkir, secara parsial berpengaruh 
signifikan terhadap Belanja Langsung 
Dishubkominfo Kota Palu. 
4. Retribusi terminal, secara parsial 
berpengaruh tidak signifikan terhadap 
Belanja Langsung Dishubkominfo Kota 
Palu.  
5. Retribusi PKB, secara parsial berpengaruh 
tidak signifikan terhadap Belanja Langsung 
Dishubkominfo Kota Palu.  
 
 
Rekomendasi  
1. Dishubkominfo diharapkan bisa 
melakukan analisis dalam menetapkan 
berapa sesungguhnya potensi retribusi 
yang dapat diperoleh pada tiap titik-titik 
parkir dan meningkatkan pengawasan 
terhadap pihak-pihak pengelola parkir agar 
tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. 
2. Dishubkominfo diharapkan memberikan 
pelatihan kepada SDM agar menjadi SDM 
yang berkompeten sebagai tenaga penguji 
pada UPTD PKB. 
3. Perlu dilakukan evaluasi dan pengkajian 
yang mendalam terhadap tata cara serta 
prosedur penetapan target dari setiap jenis 
retribusi yang melekat pada 
Dishubkominfo Kota Palu, agar sesuai 
dengan potensi yang ada sehingga retribusi 
bisa semakin besar  dan dapat 
meningkatkan  belanja langsung 
Dishubkominfo Kota Palu.  
4. Dishubkominfo Kota Palu diharapkan  bisa 
menggali potensi retribusi-retribusi yang 
dikelolanya dengan melakukan 
intensifikasi yaitu dengan mengefektifkan 
peraturan-peraturan daerah yang mengatur 
tentang retribusi daerah,  dan ekstensifikasi 
dengan cara mengidentifiksi sumber 
pendapatan lain untuk mencari peluang 
penerimaan retribusi daerah.  
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